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BUPATI SUKOHARJ O
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: S00-1%# [|9A Thiwn 202§
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi dalam rangka
penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten
Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pelaksana
Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2106);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang
Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6630);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);




Menetapkan
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10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 262);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim  Pelaksana  Kegiatan  Mediasi
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun 2025,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai
berikut:

a. menghimpun dan menginventarisasi permasalahan
yang timbul di masyarakat yang terkait dengan
pertanahan di Kabupaten Sukcharjo;

b. melakukan kajian-kajian yang bersifat yuridis formal
dan aspek-aspek lainnya guna penyelesaian sengketa
tanah di Kabupaten Sukoharjo;

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna
penyelesaian  sengketa tanah di Kabupaten
Sukoharjo; dan

d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung
jawab kepada Bupati.
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KETIGA :  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 feyevaci 2005

Q BUPATI SUKOHARJO, f
2
? ETIK SURYAN
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan  Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Tim yang bersangkutan.




Lampiran
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: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 00 1% [\9a Tanvly 2018

Tanggal : 3 Cepyvar 202t

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN TAHUN 2025

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 -
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  arahan,
nasihat dan petunjuk

2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung jawab

Sukoharjo Jawab terhadap seluruh
kegiatan

3. | Kepala Dinas Pekerjaan Ketua Bertanggung jawab
Umum Dan Penataan Ruang terhadap pelaksanaan
Kabupaten Sukoharjo kegiatan

4. | Kepala Kantor Pertanahan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya

5. | Kepala Bidang Tata Ruang Anggota Bertanggung jawab
pada Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang tugasnya
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo

6. | Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo

7. | Kepala Bagian Pemerintahan Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo

8. | Tri Retno Marini, S.Sos, MM Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19810311 201101 2 005 scsual hidang fugssnye
Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo

P BUPATI SUKOHARJO, /s

% ETIK SURYANI




